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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan nikmat 

yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami 

dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan 

Neglasari Tahun 2019-2023. 

 

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan 

Neglasari  Tahun 2019-2023 ini, kami berharap dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan dalam melaksanakan rencana kerja  

tahunan Kecamatan Neglasari yang dijabarkan dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran menjadi lebih terarah dan terencana 

dengan lebih baik. 

 

Semoga Perubahan Rencana Stategis Kecamatan Neglasari Tahun 

2019-2023 ini dapat bermanfaat, serta kami mohon kritik dan 

saran apabila didalam penyusunan dokumen ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan. Tidak lupa kami mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya 

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Neglasari Tahun 2019-

2023. 

 

 

Tangerang,       April 2021 

 

 

 
TIM PENYUSUN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Renstra Kecamatan Neglasari merupakan dokumen 

perencanaan yang disusun dengan memperhatikan tahapan, tata 

cara dan mekanisme tertentu mengenai upaya Camat Neglasari 

untuk bersinergi secara strategis dalam mewujudkan pencapaian 

visi dan misi Walikota.  

Dalam menyusun Renstra, Kecamatan Neglasari melakukan 

koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku 

kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 

Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, kemudian 

Camat Neglasari menyampaikan rancangan awal Renstra Kecamatan 

Neglasari kepada Bappeda untuk diverifikasi. Adapun fungsi 

disusunnya Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

adalah sebagai landasan dan pemberi arah bagi OPD dalam 

melaksanakan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke 

depan berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan 5 tahun 

sebelumnya. Adapun tahapan penyusunan renstra yaitu: 

a. Persiapan penyusunan rancangan awal;    

b. Penyusunan rancangan      

c. Pelaksanaan  forum  Perangkat  Daerah/lintas Perangkat 

Daerah;   

d. Perumusan rancangan akhir; dan  

e. Penetapan. 

Setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas 

Perangkat Daerah, Kecamatan Neglasari melakukan perumusan 

rancangan akhir yang merupakan  proses  penyempurnaan  

rancangan  Renstra Perangkat  Daerah  menjadi  rancangan  akhir  

Renstra Perangkat Daerah.  



 
 

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN NEGLASARI 2019-2023 

 

Bab I : Pendahuluan   
 

 

I - 2

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan 

Neglasari Tahun 2019-2023 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan 

RPJMD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat 

dilakukan apabila: 

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara 

penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini 

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi 

yang dirumuskan, tidak sesuai dengan  Peraturan Menteri ini 

3. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya 

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 

budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau 

perubahan kebijakan nasional. 

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 

menyebabkan krisis kesehatan dan resesi ekonomi (aspek sosiologis) 

serta pemberlakuan regulasi peraturan perundangan-undangan 

terkait pembangunan yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur 

Perencanan dan Keuangan Daerah (aspek yuridis). Hal tersebut 

mendorong perlunya penyesuaian sebagaimana yang telah 

direncanakan dalam RPJMD dan penyesuaian tersebut secara 

regulasi dituangkan dalam Perubahan Renstra. 



 
 

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN NEGLASARI 2019-2023 

 

Bab I : Pendahuluan   
 

 

I - 3

 

1.1.1.Keterkaitan Renstra Kecamatan Neglasari dengan RPJMD 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang 

merupakan penjabaran  dari  visi,  misi,  dan program  Kepala  

Daerah  yang  memuat  tujuan,  sasaran, strategi,  arah  kebijakan,  

pembangunan  Daerah  dan keuangan  Daerah,  serta  program  

Perangkat  Daerah  dan lintas  Perangkat  Daerah  yang  disertai  

dengan  kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun  yang  disusun  dengan  berpedoman  pada  

RPJPD, RTRW dan RPJMN.  

Keterkaitan  antar  dokumen  perencanaan  pembangunan  

diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  

Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional, sedangkan 

keterkaitan  antara  dokumen  perencanaan pembangunan  dengan  

dokumen  penganggaran  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  

17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara dan keterkaitan antara 

dokumen  perencanaan  pembangunan  dengan  dokumen 

perencanaan  tata  ruang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  

26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.   

Dalam   konteks   perencanaan   pembangunan   jangka   

menengah,   Pemerintah   Kota Tangerang dan seluruh komponen 

pelaku pembangunan di Kota Tangerang mengemban amanat untuk 

menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Tangerang sebagai bagian dari perencanaan 

pembangunan nasional dan Provinsi Banten. 

RPJMD  Kota  Tangerang  menjadi  pedoman  dalam  

penyusunan  Renstra  Kecamatan Neglasari. RPJMD  Kota  

Tangerang  selanjutnya  setiap  tahun  dijabarkan  ke  dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang yang 

merupakan dokumen  perencanaan  daerah  untuk  periode  1  (satu)  
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tahun.  RKPD  Kota Tangerang  ini  akan  menjadi  pedoman  dalam  

penyusunan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Kota Tangerang. 

Gambar 1.1 

Hubungan Penyusunan RPJMD Dengan 

Renstra Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

1.1.2.Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah  dengan Renstra 

K/L  

Renstra-KL merupakan dokumen perencanaan yang memuat 

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian 

/Lembaga. Visi yang terdapat di dalam Renstra-KL merupakan 

rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada 

akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi 

memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai 

ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran 
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strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa 

program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain 

bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, K/L memiliki 

sasaransasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus 

prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform 

Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN). 

 

 

Gambar 1.2 

Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra 

Perangkat Daerah 

 

1.1.3.Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah  dengan Renja 

Perangkat Daerah 

Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  

Renja  Perangkat  Daerah  adalah  dokumen perencanaan  Perangkat  

Daerah  untuk  periode  1  (satu) tahun. Di dalam Renja memuat  

program,  kegiatan, lokasi,  dan  kelompok  sasaran  yang  disertai  

indikator kinerja  dan  pendanaan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi 

setiap  Perangkat  Daerah,  yang  disusun  berpedoman kepada 
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Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Hal tersebut bertujuan  untuk  

menjamin  kesesuaian  antara  program, kegiatan,  lokasi  kegiatan,  

kelompok  sasaran,  serta prakiraan  maju  yang  disusun  dalam  

rancangan  awal Renja  Perangkat  Daerah  dengan  Renstra  

Perangkat Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Renja Perangkat Daerah 

disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan 

mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2019-2023 dilandasari peraturan perundangan sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2000  tentang  

Pembentukan  Provinsi  Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000   Nomor   182,   Tambahan Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan 
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Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara  Tahun  2004  Nomor  66  Tambahan  Lembaran  Negara 

Nomor 4400);   

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana 

Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025 

(Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor  33  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4700); 

8. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan 

Ruang  (Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor  68  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4725); 

9. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 

Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  
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Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  

Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  

dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  

tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 5679); 

13. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  

Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  

Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  

Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi  

Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19) Dan/Atau  Dalam  

Rangka  Menghadapai  Ancaman  Yang Membahayakan  

Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas  Sistem Keuangan  

Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2020  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 6516). 

14. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573). 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);   

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 

Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor 

165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);   

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang 

Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara 

Tahun  2006  Nomor  20  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 

4609)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  
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Nomor  38  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  Tahun 2008 Nomor 

78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);   

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang 

Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah 

(Lembaran  Negara  Tahun  2006  Nomor  25  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4614);   

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata 

Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana 

Pembangunan  (Lembaran  Negara  Tahun  2006  Nomor  96 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang  Tata 

Cara  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Nasional (Lembaran  

Negara  Tahun  2006  Nomor  97  Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4664); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 

Negara  Tahun  2008  Nomor  19  Tambahan  Lembaran  Negara 

Nomor 4815);     

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi 

Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran Negara  

Tahun  2008  Nomor  21  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 

4817); 

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang 

Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran  Negara 

Tahun  2008  Nomor  48  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 

4833);   

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang 

Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);   

25. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Stándar 

Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Tahun  2018  Nomor  2 
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 

26. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  

Kerjasama Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2018  Nomor  97,  

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219). 

27. Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

28. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017 

tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi 

Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan 

Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka 

Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  

Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan  

Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  

Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah;   

29. Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  7  Tahun  2017 

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah 

(RPJMD)  Provinsi  Banten  Tahun  2017-2022  (Lembaran Daerah  

Provinsi  Banten  Tahun  2017  Nomor  7,  Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 7); 

30. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  1  Tahun  2008 

tentang  Urusan  Pemerintahan  Kota  Tangerang  (Lembaran 

Daerah  Kota  Tangerang  Tahun  2008  Nomor  1,  Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);   

31. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  2  Tahun  2008 

tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Lembaran  

Daerah  Kota  Tangerang  Tahun  2008  Nomor  2, Tambahan  

Lembaran  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  2) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  2015  tentang  

Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Nomor  2  tahun  2008  

tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Lembaran  

Daerah  Kota  Tangerang Tahun  2015  Nomor  6,  Tambahan  
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Lembaran  Daerah  Kota Tangerang Nomor 6);   

32. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  6  Tahun  2012 

tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tangerang  Tahun 

2012-2032  (Lembaran  Daerah  Kota  Tangerang  Tahun  2012 

Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota  Tangerang Tahun 

2012 Nomor 6); 

33. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  1  Tahun  2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Tangerang  Tahun  2005-2025  (Lembaran  Daerah  Kota 

Tangerang  Tahun  2013  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1); 

34. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2016 

tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8); 

35. Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  5  Tahun  2017  

tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  

2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Banten  

Tahun  2020-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2017 Nomor 5). 

36. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan; 

37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2019-2023; 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan  Perubahan Rencana    Strategis Kecamatan 

Neglasari Tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman 

dan acuan Kecamatan Neglasari dalam rangka penyelenggaraan   

pemerintahan   dan   pembangunan   daerah   yang   mengacu   pada 

Perubahan RPJMD  Kota Tangerang  Tahun 2019-2023. 
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Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan 

Perubahan Rencana   Strategis   Kecamatan Neglasari Tahun 2019-

2023 adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan   pedoman   dalam   penyusunan   Rencana   Kerja   

(Renja)   Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 

2019-2023; 

2. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Neglasari baik 

tahunan maupun lima tahunan selama periode tahun 2019-

2023. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan   Perubahan Rencana   Strategis   

Kecamatan Neglasari Tahun 2019-2023 disusun sebagai berikut: 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Mengemukakan  secara  ringkas  pengertian  Renstra  

Perangkat  Daerah,  fungsi Renstra  Perangkat  Daerah  

dalam  penyelenggaraan  pembangunan  daerah, 

proses penyusunan  Renstra Perangkat  Daerah, 

keterkaitan  Renstra Perangkat Daerah  dengan  

RPJMD,  Renstra  K/L  dan  Renstra  

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja 

Perangkat Daerah. 

 

BAB II    :  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini mendeskripsikan informasi tentang peran (tugas 

dan fungsi) Kecamatan Neglasari dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas 

apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Neglasari 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 
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dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan 

Neglasari periode sebelumnya, mengemukakan capaian 

program prioritas Kecamatan Neglasari yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan  utama  

yang  masih dihadapi dan dinilai  perlu diatasi melalui 

Perubahan Renstra Kecamatan Neglasari ini. 

 

BAB III  :  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN 

NEGLASARI 

Bab ini mengemukakan tentang permasalahan-

permasalahan pelayanan Kecamatan Neglasari 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas 

dan fungsi Kecamatan Neglasari yang terkait dengan 

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil 

kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat 

ataupun faktor- 

faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan 

Neglasari yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Kecamatan Neglasari ditinjau dari 

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun 

Renstra Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota, dan ditinjau dari 

implikasi RTRW dan KLHS. Dan pada bab ini juga 

dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis 

dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. 

BAB IV   :  TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah 

BAB V    :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun 
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mendatang. 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Bab ini mendeskripsikan tentang rencana program 

dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 

BAB VII    :  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja 

Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran 

BAB VIII   :  PENUTUP 

Bab ini mendeskripsikan tentang kaidah pelaksanaan 

dan harapan terkait eksistensi Perubahan Rencana   

Strategis   Kecamatan Neglasari Tahun 2019-2023. 
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Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Kelurahan merupakan perangkat daerah kota yang berkedudukan di 

wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah. Lurah berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. 

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan 

Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok  mempunyai fungsi : 

a) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum;   

c) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

d) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum;  

e) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan;  

f) Pembinaan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 

g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lindan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 

kelurahan;  

 

  


